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dalam s
Cerai Gug

Mariana, S.H., M.H. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di
Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Mariana, S.H., M.H. & Partner, dengan domisili
Elektronik: Marianashmh@gmail.com ,yang berlamat di
Jalan Labuan, RT/RW 002/003, Kelurahan Panimba,
Kecamatan Donggala, XXXXXXXX — XXXXXXXX  XXXXXX.
berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat
Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 278/C-
X11/2023/PA.Pal tanggal 30 November 2023, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN
DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Penggugat dan Tergugat
Ana tercantum dalam Kutipan

Fratusuci RT. 002, RW. 003, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXK, XXXXXKKKK XXXX XXXXK XXXXXXKK XXXXXXXX  XXXXXX
selama satu tahun, dari tahun 2005 sampai tahun 2006, setelah itu
Penggugat dan Tergugat tinggal di Wani di rumah Penggugat dan
Tergugat, selama 3 (tiga) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah nenek Penggugat sampai sekarang. Selama
pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
a. Xxxxx, umur 23 tahun ;
b. xxxxxx umur 13 tahun;
C. XXXX, umur 5 tahun ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya antara lain sebagai berikut :

a. Tergugat sering berkata kasar (dasar perempuan tidak bisa ngurus
diri), dan tidak mau bantu penggugat mengurus anak-anak
b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sudah di
tegur oleh Penggugat supaya tidak mengulangi perbuatan
tersebut, namun tetap Tergugat lakukan ;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus

sehingga memuncak pada bulan November 2022, akibatnya Tergugat
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Penggugat dan sudah tidak
| ‘ akhirnya Penggugat dan

penyelesaian dan demi

namun  usaha tersebut tidak

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk
membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga
lebih baik di putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat
untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup
rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga seperti sedia kala ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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efigadilan Agéjé pat lain mohon putusan yang
g &t o&qi,l.

ﬁﬁ;%% elah ditetapkan, Penggugat diwakili

tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat mengajukan
permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 969/Pdt.G/2023/PA.Pal
dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan karena tidak
mencantumkan nama Penggugat prinsipal ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok

perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
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képada Mariana, S.H.,M.H.
‘ terdaftar di Register Surat
30 November 2023,

hg diajukan tersebut telah

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-
court dengan alamat elektronik Marianashmh@gmail.com, hal tersebut
telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mencabut
gugatannya, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat karena belum mengajukan jawaban, untuk itu
maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat
tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang

berhubungan dengan perkara ini.
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tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi
oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. Ulfah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.
Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
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